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K ehadiran Undang-Undang Otonomi Daerah menjadi momentum bagi daerah untuk dapat lebih Ieluasa
mengatur sendiri penyelenggaraan rumah tangganya berdasarkan aspiras masyarakat lokal di daerah.
Sehingga pemerintah daerah dapat menentukan sendiri pekerjaannya sesuai dengan apa yang dibutuhkan
oleh masyarakatnya. Untuk itu pemerintah daerah perlu segera melengkapi dirinya dengan kelembagaan
perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Karena kelembagaan perangkat daerah adalah
“tools bagi pemerintahan daerah untuk dapat bergerak dan bekerja sesuai tugas dan tanggung jawabnyaitu.
Dengan penataan kelembagaan perangkat daerah yang disesuaikan dengan yang dibutuhkan di Kota
Bengkulu, diharapkan Pemerintah Kota Bengkulu dapat bekerja dengan lebih optimal, efektif dan efisien
dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Kota Bengkulu.

Agar dapat melakukan penataan kelembagaan perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah maka
diperlukan assesmen terhadap kebutuhan daerah itu sendiri. Dalam hal ini kebutuhan daerah ditentukan dari
kebutuhan akan penyediaan pelayanan dasar (basic services) dan kebutuhan pengembangan potensi-potensi
unggulan khas (core competencies) yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Dengan mengidentifikasi kebutuhan basic services dan core competencies pemerintah daerah dapat
diketahui kewenangan rill pemerintah Kota Bengkulu, berupa jenis-jenis pelayanan pemerintahan yang
harus diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bengkulu yang selanjutnya akan menjadi rujukan untuk
melakukan penataan kelembagaan perangkat daerah.

Basic services diidentifikasi dengan 5 indikator, yaitu : protective services, environmental services, persona
services, recreation services dan commercial services. Dan core competencies diidentifikasi dengan melihat
struktur mata pencaharian penduduk, struktur penggunaan lahan serta kontribusi lapangan usaha terhadap
PDRB Kota Bengkulu. Sementara penataan kelembagaan dioperasionalisasikan dengan merujuk kepada 5
komponen dasar organisasi, yaitu : strategic apex, middle line, techno-structure, support staff dan operating
core.

Permasalahan penelitian dirumuskan dengan 3 pertanyaan penelitian, yaitu: '‘Bentuk pelayanan apa sgja yang
dibutuhkan dan perlu diselenggarakan oleh Pemerintah K ota Bengkulu “Bagaimana format kel embagaan
perangkat daerah yang sesuai untuk Kota Bengkulu berdasarkan kebutuhan tersebul T dan' Apakah
kelembagaan perangkat daerah yang telah dibentuk di Kota Bengkulu dalam rangka pelaksanaan otonomi
daerah sudah sesuai dengan yang dibutuhkan ?

Untuk mencari jawaban atas pertanyaan diatas digunakan metode penelitian kualitatif dengan desain
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deskriptif. Proses pengumpulan data dilakukan dalam dua tahapan, tahap pertama adalah studi dokumen dan
kepustakaan sedang untuk tahap kedua dilaksanakan studi lapangan dengan 'observasi non partisipan’ dan
“interview'. Analisa data menggunakan teknik analisa kualitatif-deskriptif sehingga terhadap data-data
statistik yang bersifat kuantitatif dipergunakan sebagai pendulum analisa.

Dari proses andlisa data diketahui bahwa bentuk-bentuk pelayanan dasar (basic services) yang menjadi
kebutuhan di Kota Bengkulu terdiri dari 49 jenis urusan. Sementara berdasarkan karakteristik potensi
unggulan khas (core competencies) yang dimiliki oleh pemerintah daerahnya, di Kota Bengkulu dibutuhkan
pelayanan-pelayanan yang berhubungan dengan bidang usaha jasa, perdagangan dan pertanian. Setelah
dikurangi dengan 8 jenis pelayanan yang telah diselenggarakan oleh pihak-pihak lain diluar Pemerintah
Kota Bengkulu, diketahui bahwa pelayanan yang perlu diselenggarakan di Kota Bengkulu terdiri dari 41
jenis pelayanan.

Dengan menggunakan teori-teori organisasi dan aturan-aturan norrnatif yang ada dirumuskan 3 alternatif
bentuk kelembagaan untuk perangkat daerah Kota Bengkulu, Dan dari masing-masing alternatif itu dapat
dibagi lagi ke dalam 2 atematif format susunan organisasi. Sehingga secara keseluruhan terdapat 6 aternatif
kelembagaan perangkat daerah yang cukup sesuai untuk Kota Bengkulu.

Dari keenam alternatif tersebut teridentifikasi bahwa format kelembagaan yang dinilai paling ideal untuk
Kota Bengkulu adalah format kelembagaan yang terdiri dari 28 jenis lembaga dengan kedudukan Sekretaris
Daerah yang "kuat'.

Dan melalui proses komparasi diketahui bahwa bentuk-bentuk pelayanan yang diselenggarakan oleh
kelembagaan perangkat daerah yang telah dibentuk di Kota Bengkulu dalam rangka pel aksanaan otonomi
daerah sudah cukup sesuai dengan yang dibutuhkan daerah, Ini terbukti dengan sudah tercakupnya semua
unsur kebutuhan pelayanan oleh urusan-urusan yang diselenggarakan Perangkat Daerah Kota Bengkulu.
Namun format kelembagaan yang telah dibentuk tersebut dinilai masih terlalu 'gemuk’ dan tergolong cukup
rawan untuk terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan politik dari para pejabat politis di daerah.
Sehingga dalam rangka mendapatkan format kelembagaan yang lebih efisien dan ideal maka masih
diperlukan perampingan dan penataan kembali terhadap susunan organisasi yang telah adaitu.



